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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 89 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNISJABATAN FUNGSIONAL PERANCANG

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka keseragaman pelaksanaan jabatan
fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
mulai dari penetapan angka kredit, pengangkatan,
pelaksanaan tugas, penilaian, kenaikan pangkat,
pembebasan sementara dan pemberhentian dari jabatan di
lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Teknis
Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-
undangan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang
Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3697) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4560);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4019);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

10.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

11.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 273);

12.Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang
Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-
undangan dan Angka Kreditnya;

13.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor N.02.PR.08.10 Tahun 2005 tentang Petunjuk
Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan
Perundang-undangan;

14.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun
2008 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian
Kuasa Bidang Kepegawaian di lingkungan Departemen
Perhubungan;

15.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun
2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1113);

16.Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dan Kepala Badan
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Kepegawaian Negara Nomor M.390-KP.04.12 Tahun
2002 dan Nomor 01 Tahun 2002 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan
Perundang-undangan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang selanjutnya disebut
dengan Perancang adalah pegawai negeri sipil di lingkungan
Kementerian Perhubungan yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melakukan kegiatan menyusun rancangan peraturan perundang-
undangan dan atau instrumen hukum lainnya pada instansi
pemerintah.

2. Rancangan adalah naskah hasil penyusunan peraturan perundang-
undangan dan/atau instrumen hukum lainnya.

3. Angka Kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan
penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang
Perancang dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai
salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan atau
pangkat Perancang.

4. Tim Penilai Angka Kredit Pusat adalah Tim Penilai yang berkedudukan
pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

5. Tim Penilai Angka Kredit Instansi, yang selanjutnya disebut dengan
Tim Penilai Instansi adalah Tim Penilai yangberkedudukan pada
Kementerian Pehubungan, dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang untuk membantu menilaiprestasikerjaPerancang.

6. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit, yang selanjutnya disebut dengan
DUPAK adalah daftar yang berisi jumlah angka kredit butir kegiatan
yang telah dilaksanakan oleh Perancang dan dibuat oleh Perancang
yang bersangkutan, untuk diusulkan kepada Pejabat Penetap Angka
Kredit melalui Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit.
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7. Berita Acara Penetapan Angka Kredit, yang selanjutnya disebut
dengan BAPAK adalah laporan hasil akhir penilaian angka kredit dan
ditandatangani seluruh anggota Tim Penilai yang hadir dalam rapat
pleno, untuk ditetapkan menjadi Surat Keputusan Penetapan Angka
Kredit oleh Pejabat Penetap Angka Kredit.

8. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang
perhubungan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, PEMBINAAN, KEDUDUKAN,

DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

(1) Jabatan fungsional Perancang termasuk dalam rumpun hukum dan
peradilan serta dilakukan pembinaan secara nasional.

(2) Pembinaanjabatan fungsionalPerancang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 3

(1) Pembinaan jabatan fungsional Perancang di lingkungan Kementerian
Perhubungan meliputi aspek:

a. teknis; dan

b. administrasi.

(2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan penilaian oleh Biro Hukum dan KSLN.

(3) Pembinaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan penetapan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi.

Pasal 4

(1) Penilaian yang dilakukan dalam rangka pembinaan teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

a. penilaian angka kredit; dan

b. peningkatan pengetahuan teknis perancang.

(2) Penetapan yang dilakukan dalam rangka pembinaan administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi:

a. penetapan angka kredit;

b. pengangkatan dalam jabatan;

c. kenaikan satu tingkat lebih tinggi;

d. pembebasan sementara; dan

e. pengangkatan kembali dan pemberhentian.

BAB III


